
 
 
 

 
 

 
         

 

 
 

  
 
 

BUPATI MALINAU 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 
PERATURAN BUPATI MALINAU 

 
NOMOR 36 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALINAU, 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pedidikan Penerimaan 

Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan 
Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019, Keputusan 

Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.147/2019 
tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak daerah 
Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun 

anggaran 2019   dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseraan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk kelancaran 
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

dipandang perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek 
belanja dan rincian obyek belanja; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 
2019.  

 

 
 

Mengingat....... 
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Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang  

Pembentukan  Kabupaten   Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai  Barat, Kabupaten   Kutai   Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 
       

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

         
4. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
                      

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5239); 

 
 
 

          
9.  Undang-Undang......... 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
5679); 

                         
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia Nomor 4578); 
                  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38  Tahun  2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 322); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Wali Kota Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 902); 

 
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 
Nomor 2); 

 
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 8); 

 
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2018 Nomor 65); 

 
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2019 Nomor 33). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 
Pasal I..... 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 33), 
diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

”Pasal 1 
 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.455.915.356.042,59 bertambah 

sejumlah Rp. 19.417.894.171,00 sehingga menjadi Rp.1.475.333.250.213,59 
dengan rincian sebagai berikut: 
 

1. Pendapatan: 
 

 a. semula   Rp. 1.416.149.819.853,81 
 

 b. bertambah/(berkurang)   Rp.      19.417.894.171,00 
  
    jumlah pendapatan setelah perubahan   Rp.  1.435.567.714.024,81 

     
2. Belanja Daerah  : 

 
a. semula  Rp. 1.455.915.356.042,59 

 
b. bertambah/(berkurang) Rp       19.417.894.171,00 

   

 jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.475.333.250.213,59 
 

 defisit setelah perubahan  (Rp.    39.765.536.188,78) 
 

3. Pembiayaan Daerah: 
 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:  

 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  

Tahun Anggaran Sebelumnya: 
  

 a. semula    Rp.      39.765.536.188,78 
 

b. bertambah/(berkurang)  (Rp.                            0,00) 

 
 

 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.   39.765.536.188,78 
            

 jumlah pembiaya netto setelah perubahan  Rp. 39.765.536.188,78 
 
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  Rp.              0,00,- 

 
 

”Pasal 2...... 
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”Pasal 2 

 
Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

” Pasal 3 
 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

”Pasal 5 
 
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan 

ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 
 

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 6A sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6A 
 

Pergeseran Anggaran yang dimaksud Pasal 1 akan ditampung dalam Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA). 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. 

 
Ditetapkan di Malinau 
pada tanggal  1 Oktober 2019. 

 
BUPATI MALINAU, 

 
 

 
YANSEN TP 

 

Diundangkan di Malinau 
pada tanggal  1 Oktober 2019. 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, 

 
 
 

ERNES SILVANUS 
 

BERITA DAERAH  KABUPATEN  MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 36. 


